Menimbang

WALIKOTA PEKANBAR

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA PE
NOMOR 13 TAHUN 207

TENTANG

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

WALIKOTA PEKANBARI

bahwa dalam rangka mewu

yakni terwujudnya Pe

U

KANBARU

Al

AN MASYARAKAT

MAHA ESA

J,

judkan visi Kota Pekanbaru

kanbaru sebagai Kota

Metropolitan Madani sert

dalam rangka penataan

kehidupan warga Kota Pekanbaru yang tertib, tenteram,

nyaman, bersih dan

indah, diperlukan adanya

pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu

melindungi warga d
kelengkapannya,;
bahwa penyelenggaraan

ketenteraman masyarakat
menjadi kewenangan peme
d

ketentuan peraturan perunc

pelaksanaannya harus

bahwa Peraturan Daerah
Tahun 2002 tentang Ketet
sesuai lagi dengan jiwa dan
Nomor 23 Tahun 2014 ten

sebagaimana telah diub

prasarana beserta

ketertiban umum dan
menjadi urusan wajib yang
rintah daerah yang dalam
ijalankan sesuai dengan
lang-undangan;

Kota Pekanbaru Nomor 5
tiban Umum, sudah tidak
| semangat Undang Undang
itang Pemerintahan Daerah

beberapa kali terakhir

dengan Undang Undang N;r:xor 23 tahun 2015 tentang

Pemerintah Daerah;




Mengingat

bahwa

dimaksud dalam huruf a,

berdasarkan  pe¢

menetapkan Peraturan L

Umum dan Ketentraman M

Pasal 18 ayat (6) Unde
Republik Indonesia Tahun 1
Undang-Undang Nomor

Pembentukan Daerah Ot
Lingkungan Propinsi Sun
Negara Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 8 ]
Acara Pidana (Lembaran

Tahun 1981 Nomor 76, T
Republik Indonesia Nomor
Undang-Undang Nomor 3¢
Asasi Manusia (Lembaran
Tahun 1999 Nomor 165, T
Republik Indonesia Nomor !
Undang-Undang Nomor

Perlindungan Anak (lemhb
Nomor 109, tambahan I
Indonesia Nomor 4235),

dengan Undang-Undang No
Perubahan Atas Undang-Ur
tentang Perlindungan Anak
Indonesia Tahun 2014
Lembaran Negara Republik
Undang-Undang Nomor 38
(Lembaran Negara Repub
Nomor 132, Tambahan 1
Indonesia Nomor 4444),

dengan Undang-Undang No

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia ,

8

Tahun 2020 Nomor 245, T

Republik Indonesia Nomor ¢

rtimbangan  sebagaimana
huruf b, dan huruf c, perlu
Jaerah tentang Ketertiban

asyarakat;

ing-Undang Dasar Negara
945;

8 Tahun 1956 tentang
onom Kota Kecil dalam
natera Tengah (Lembaran
Tahun 1956 Nomor 19);
[ahun 1981 tentang Hukum
Negara Republik Indonesia
ambahan Lembaran Negara
3206);

Tahun 1999 tentang Hak
Negara Republik Indonesia
ambahan Lembaran Negara
3886);

23 Tahun 2002 tentang
aran negara tahun 2002
embaran Negara Republik
sebagaimana telah diubah
mor 35 Tahun 2014 tentang
\dang Nomor 23 Tahun 2002
(lembaran Negara Republik

Nomor 297, Tambahan
Indonesia Nomor 5606);
Tahun 2004 tentang Jalan
ik Indonesia Tahun 2004
.,embaran Negara Republik
sebagaimana telah diubah
mor 11 Tahun 2020 tentang

ambahan Lembaran Negara
)573);




10.

11.

n
Undang-Undang Nomot 18 Tahun 2008 tentang

Sampah (Lembaran Negara Rep |
h Lembaran Negara Republik

ublik Indonesia Tahun

2008 Nomor 69, Tambahat
Indonesia Nomor 4851);
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana
telah diubah dengan Undﬁmg—Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor |23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemeérintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan | Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan

Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia tahun
2020 Nomor 548);

3y




Dengan Persetujuan Bers

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menetapkan

dan
WALIKOTA PEKANBAR

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG
KETENTRAMAN MASYARAKAT.

BAB
KETENTUAN

Pasal

Dalam Peraturan Daerah ini yang

1.
2.

Daerah adalah Kota Pekanba
Pemerintah Daerah adala

Kota Pekanbaru.

ama
KOTA PEKANBARU

U

UMUM

1
dimaksud dengan:
ITU.

h Pemerintahan Daerah

Walikota adalah Walikota Pekanbaru.

Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat

daerah Kota Pekanbaru.
Peraturan Daerah yang se
adalah Peraturan Daerah Ki

Penyidik Pegawai Negeri

anjutnya disingkat Perda
ota Pekanbaru.

Sipil yang selanjutnya

disingkat PPNS adalah PPNS di Lingkungan Satuan

Polisi Pamong Praja Kota
Pegawai Negeri Sipil yang
ketentuan Peraturan Pei
berlaku.

Ketertiban umum adalah
Pemerintah dan rakyat d
secara tertib dan teratur.
Ketentraman masyarakat

dimana pemerintah dan

Pekanbaru dan Penyidik
profesional sesuai dengan
rundang-Undangan yang
suatu keadaan dimana
apat melakukan kegiatan
adalah suatu keadaan
rakyat dapat melakukan

kegiatan secara aman, nyaman dan tentram.

KETERTIBAN UMUM DAN



10.

11.

12,

13.

14.

15.
16.

Kepentingan dinas adalah

kepentingan yang terkait

dengan penyelenggaraan peTxerintahan sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya.

Jalan adalah prasarana

meliputi segala bagian jalan,

pelengkap dan perlengkapat
bagi lalu lintas.
Kendaraan umum adalah 1
tidak

penumpang/orang dan atau

atau bermes

dengan dipungut bayaran /o1

transportasi darat yang
termasuk bangunan

anya yang diperuntukkan

cendaraan yang bermesin

n untuk memuat
| barang sesuai fungsinya

1gkos tertentu.

Tempat umum adalah prasarana dan/atau sarana

yang diselenggarakan oleh

perorangan yang  digun
masyarakat, termasuk di
gedung-gedung perkantorai
perkantoran umum, mall dat
Jalur hijau adalah setiap
sesuai dengan rencana
penataan

Pemerintah Daerah.

dan pengawaiannya

Pemerintah, swasta atau

akan untuk kegiatan
dalamnya adalah semua
n milik daerah, gedung
N pusat perbelanjaan.

jalur-jalur yang terbuka
kota yang peruntukkan

dilakukan oleh

Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian

dari ruang terbuka hijau ko
pohon dan atau tanaman

tertentu dan ditata sera

fa yang diatasnya terdapat
yang mempunyai fungsi
dan teratur

si dengan

menggunakan material tarrﬂan, material buatan, dan

unsur-unsur alam dan

penyerapan air.

mampu menjadi areal

Orang adalah orang perorangan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal

yang merupakan kesatuan,baik yang melakukan

usaha maupun yang tidak

melakukan usaha yang

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,

perseroan lainnya, Badan U

aha Milik Negara (BUMN)

atau Badan Usaha Milik Dgerah (BUMD), atau Badan

usaha kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,

perkumpulan, yayasan, or

nisasi massa, organisasi



17,

18.

19.

20.

21,

22.

sosial politik, atau organis

asi lainnya, lembaga dan

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi

kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pedagang Kaki Lima adalah seseorang yang melakukan

kegiatan usaha perdagangan

menempati
atau fasilitas umum baik

pemerintah daerah maupun

pemerintah daerah antara

air/irigasi, jalur hijau, taman, alun-alun,

tempat-tempat

dan atau jasa yang
prasarana daerah dan
yang mendapat izin dari
yang tidak mendapat izin
saluran
bawah

lain trotoar,

jembatan, jembatan penyeberangan.

Parkir

bermotor

adalah tempat

p

menaikkan orang dan/atau

segera.

dan tempat untuk menurunkan

emberhentian kendaraan
serta
barang yang bersifat tidak

Hiburan adalah segala macam kegiatan dalam bentuk

tertentu

yang mengandung

unsur Kkeramaian,

pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha

yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama

dan dalam bentuk dan jen

Is apapun, dimana untuk

menonton serta menikmatinya atau mempergunakan

fasilitas yang disediakan

dapat dengan dipungut

bayaran maupun tidak dipungut bayaran.

Pencemaran adalah akibat-akibat proses
pembusukan, pendebuan, pembuangan sisa-sisa
dan atau proses pengolahan dari pabrik, sampah

minyak, atau asap, akibat

macam bahan kimia yang dapat

pencemaran dalam bentuk

dari pembakaran segala
menimbulkan

apapun dan berdampak

buruk terhadap lingkungah, kesehatan masyarakat

dan kehidupan hewani/nabati.

Kesehatan adalah keadaan

sehat, baik secara fifik,

mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan

setiap orang untuk hidup p
ekonomis.
Keramaian adalah suatu a

warga/penduduk atau panit

roduktif secara sosial dan

cara yang diadakan oleh

ja atau organisasi tertentu




dan acara tersebut diselen
tertentu.

23.
menyatu dengan tempat
atau seluruhnya berada
dalam tanah dan/atau air
tempat melakukan kegiatar
atau tempat tinggal, kegia
usaha, kegiatan sosial, bi
khusus, baik yang bersif

permanen.

BAB II
ASAS, MAKSUD, TUJUAN L

ggarakan dengan tujuan

Bangunan adalah wujud fisik buatan manusia yang

kedudukannya, sebagian
i atas dan / atau di
, yang berfungsi sebagai
inya, baik untuk hunian
tan keagamaan, kegiatan
1daya, maupun kegiatan

at permanen atau tidak

) AN RUANG LINGKUP

Bagian KefTatu

Asas

Pasal 2
Penyelenggaraaan Ketertiban U
berlandaskan pada asas:
a. ketertiban dan kepastian huk
b. kemanusiaan
c. keadilan;
d. manfaat;
e. keseimbangan;
f. keterbukaan,
g. tidak diskriminatif; dan
h. dapat dilaksanakan.

Bagian Ke
Maksud, Tujuan dan

Pasal 3
Pengaturan tentang ketertiba;
sebagai pedoman dan rujukan
dan  komp

secara khusus

ketertiban umum dalam rangka 1

imum dan Ketentraman

Lim;

dua

Ruang Lingkup

n umum dimaksudkan
utama yang mengatur
rehensif penyelenggaraan

newujudkan pemerintahan

Al



daerah yang efektif, efisien, kondusif dan dinamis yang

mensyaratkan adanya dukungan

Pasal 4

Pengaturan tentang ketertiban ur

a.

menjadi dasar hukum apara
rujukan dan sumber huki
tugas-tugas operasional;

mendorong terwujudnya
instansi  dilingkungan peme

mendorong terwujudnya 1

partisipasi masyarakat.

num bertujuan untuk:
t/petugas dalam mencari
um dalam melaksanakan
peningkatan kinerja
rintahan daerah; dan
yang

masyarakat tertib

dan tentram dalam menjalankan kegiatan/usaha.

Pasal 5

Ruang lingkup ketertiban umum

a.

o

o o

5 @ ™o

- b (‘_. e
Y

P B

tertib jalan, penggunaan

meliputi :

jalan, angkutan dan

angkutan umum serta berkenidara di jalan;

tertib berjualan;
tertib perparkiran;

tertib jalur hijau, taman dan
tertib sungai, saluran air, kol
tertib lingkungan;

tertib tempat dan usaha tertei
tertib bangunan;

tertib sosial;

tertib usaha kesehatan;

tertib tempat hiburan dan ker

lempat umum,

m dan Drainase

htu;

amaian;

tertib usaha dan tertib Kegiatan bulan Ramadan;

tertib peran serta masyarakat

tertib pemanfaatan aset milik

> dan

daerah.




BAB III

KETERTIBAN

UMUM

Bagian Kesatu

Tertib Jalan, Penggunaan Jalaj
Berkendara d
Paragraf

n, Angkutan Umum dan
1 Jalan
1

Tertib Jalan

Pasal 6
Setiap pejalan kaki wajib bel

ditentukan sesuai
Perundang-undangan.
Setiap orang yang akan
menggunakan sarana jemk
rambu penyeberangan /zel
disediakan.

Setiap orang yang akan n

dengan ketentuan

jalan di tempat yang telah

Peraturan

menyeberang jalan wajib
)atan penyeberangan atau
telah

ora Cross

yang

rlenggunakan /menumpang

kendaraan umum wajib menunggu di halte atau

tempat pemberhentian yang
Setiap pengemudi kendaraai
menaikkan dan/atau meni
barang pada tempat pel

ditentukan.

telah ditetapkan.
n umum wajib menunggu,
irunkan orang dan/atau

mberhentian yang telah

Setiap pengemudi kendaraan umum harus berjalan

pada setiap ruas jalan yang

Paragraf

Penggunaan

Pasal 7
Setiap Orang/ Badan dilat
Walikota:

a. membuat atau memasan
b.

jalan;
c. membuat atau memasan
d. membuat atau memasanj

telah ditetapkan.

2

Jalan

rang Kecuali dengan izin

g portal;

meletakkan benda atau hfarang sebagai penghalang

p tanggul jalan; dan

g pintu penutup jalan.

L




(2) Setiap Orang/ Badan dilara
pada ayat (1) dikecual
pembangunan dan kepenti
Walikota:

a. membongkar, memotong

ng sebagaimana dimaksud
ikan bagi kepentingan

hgan umum dengan Izin

., merusak atau membuat

tidak berfungsi pagar

ngamanan jalan;

b. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat

berakibat merusak d
hijau sebagian atau
membahayakan keselam
c. membuka/ memindahk
melanggar tanda-tanda n
d. menempatkan benda
pada tepi-tepi jalan
lingkungan permukiman
e. membuang atau mem
limbah, air rumah tan

trotoar.

Pasal 8
Setiap orang yang tidak memi
melakukan pengaturan lalu lint
jalan, tikungan atau putarar

mendapatkan imbalan uang.

Paragraf|

Angkutan Umum dan Be

Pasal 9
(1) Setiap orang atau badan di
berdebu dan bahan 1
menggunakan kendaraan
dilengkapi penutup.
(2) Setiap orang dilarang me
tanah galian, urukan pasir
Walikota.

mengotori jalan, jalur
luruh badan jalan dan
tan lalu lintas;
an atau merusak atau
ambu — rambu lalu lintas;
dan/atau barang bekas
raya dan jalan-jalan di
dan
biarkan air cucian, air

ooga ke badan jalan dan

liki kewenangan dilarang
as pada persimpangan

1 jalan dengan maksud

3
rkendara di Jalan

lJarang mengangkut bahan
perbau busuk dengan

yang terbuka tanpa

nyelenggarakan angkutan

dan sejenisnya tanpa izin

10




(3)

Setiap Pengemudi kenda

membunyikan klakson
kecepatan kendaraannya pé
ibadah /pada saat/selama ik
maupun pada saat berz
pendidikan serta rumah saki
Setiap Pengemudi kendaraat
melintasi jalan sesuai

jalan dan dilarang melebihi
yang telah ditentukan ole

undangan.

Pasal 1(

Setiap orang yang menun

dilarang:

a. membuang sampah semk

b. meludah;

c. merokok; dan
melakukan aktifitas lain
kenyamanan umum.

Setiap pemilik kendaraan u

tempat sampah di dalam ke

Setiap pengemudi kendaraar

raan bermotor dilarang

ﬂerta wajib mengurangi

ida saat melintasi tempat
yadah sedang berlangsung
ida dikawasan

t.

lembaga

1 bermotor hanya boleh
dengan peruntukan kelas
kapasitas (tonase) muatan

h Peraturan Perundang-

D

npang kendaraan umum

yarangan,

yang mengganggu

mum harus menyediakan
ndaraan.

. hanya boleh mengangkut

penumpang dan/atau barang sesuai dengan jenis

kendaraan, kelas jalan dan ¢
Setiap kendaraan bak terb

orang.

Bagian Keq
Tertib Berju

Pasal 1

Setiap orang dilarang menggunakan

dan/ atau fasilitas umu

/atau menjalankan ke

pemanfaatan sesuai dengan

)eruntukan izinnya.

nka dilarang mengangkut

dua

alan

|
prasarana
m untuk berjualan dan
untuk

giatan selain

fungsinya.

11




(2)

(3)

(1)

(1)

(2)

Prasarana dan atau fasilitas umum sebagaimana
dimaksud ayat (1) adalah badan jalan, trotoar, saluran
air/irigasi, jalur hijau, taman, hutan kota, alun- alun,
bawah jembatan, jembatan penyeberangan.

Walikota dapat menetapkan bagian-bagian
jalan/trotoar dan  prasarana dan/ atau fasilitas
umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki
lima termasuk berjualan didepan Toko yang
mengganggu Jalan/trotoar.
Walikota dapat menetapkan bagian-bagian

jalan/trotoar dan  prasamana dan/ atau fasilitas

umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki

lima dijalan Protokol Kota Pekanbaru.

Pasal 1
Setiap pedagang kaki lima yjang menggunakan tempat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3)
bertanggungjawab memelihara dan menjaga
ketertiban, kebersihan, kesehatan lingkungan dan
keindahan disekitar tempat berdagang.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan
prosedur penetapan tempat usaha pedagang kaki lima
sebagaimana dimaksud dal Pasal 11 ayat (3) diatur

dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Tertib Perparkiran

Pasal 18
Setiap Pemilik kendaraan wajib parkir ditempat yang
telah ditentukan.
Setiap orang dilarang menyelenggarakan dan/atau

mengatur perparkiran tanpa izin Walikota.

12



Setiap Orang atau Badan dilarang :

a.

(1)

Bagian Keel

Tertib Jalur Hijau, Taman

Pasal 1

memasuki dan/ atau berada
yang bukan untuk umum;

melakukan perbuatan atau

mpat

dan Tempat Umum

4

di jalur hijau atau taman

tindakan dengan alasan

apapun yang dapat merusak Sarana dan Prasarana

dan Fasilitas Umum pada
beserta kelengkapannya;
menyalahgunakan atau
hijau, taman dan tempat umn
memotong, merusak,
memindahkan, menebang p«

tumbuh disepanjang jalan, jal

Pasal 1
Setiap orang atau badan
atau memasang lambang,
banner, umbul-umbul, banc
maupun atribut-atribut lair

jembatan, pagar pemisah

jalur hijau atau taman,

mengalihfungsikan  jalur
jum; dan
meracuni, membakar,

yhon atau tanaman yang

ur hijau dan taman.

D
| dilarang menempatkan
simbol, bendera, spanduk,
lo yang melintang dijalan,
Inya pada pagar pemisah
jembatan

jalan, jalan,

penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik,

pohon dan tempat umum lai
Penempatan dan pemasa
bendera, spanduk, umbul-
atribut lainnya sebagaiman
dapat dilakukan
Walikota.

Setiap orang atau Badan

setelah

memasang sebagaimana dir
mencabut serta membersih

masa berlakunya.

nnya.

ngan lambang, simbol,
umbul maupun atribut-
A dimaksud pada ayat (1)
mendapat izin dari
yang menempatkan dan
1laksud pada ayat (2) wajib

kan sendiri setelah habis

13



Bagian Kel
Tertib Sungai, Saluran Air,

Pasal 11

Setiap orang atau badan dilan

Walikota:

a. memasang/menempatkan ka
atau melintasi saluran sung
saluran drainase, embung, w

b. memindahkan saluran ai

menutup secara permanei

ima

Kolam, dan Drainase

i

ang, Kecuali dengan izin

ibel atau pipa di bawah
ai serta di dalam kawasan
duk dan danau; dan

/drainase, menyumbat,

n  saluran air/drainase,

sehingga menyebabkan tidak berfungsinya saluran

air/drainase.

Pasal 1
Setiap orang dilarang:

a. mandi, membersihkan  an

pakaian, kendaraan atau benda dan/atau memandikan

hewan di kolam kelengkapan

b. mengambil air dari air mat

keindahan kota;

ncur, kolam kelengkapan

ygota badan, mencuci

keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis

kecuali oleh petugas untuk ke
c. memanfaatkan air sungai

untuk kepentingan usaha ke

Bagian Kee;
Tertib Lingku

Pasal 1¢

Setiap orang dilarang:

a. mencoret, menulis, melukis,
menempel iklan atau reklan
tembok, jembatan lintas,
orang, halte, tiang listrik, p

dan sarana umum lainnya;

pentingan dinas; dan

cuali atas izin Walikota.

nam

ingan

menggambar, memasang,
ne di dinding dan/ atau
jembatan penyeberangan

ohon, kendaraan umum

danau dan embung

14



b.

membuang dan menumpuk

hijau, taman, sungai dan

sampah di jalan, jalur

tempat lain yang dapat

merusak keindahan dan kebersihan lingkungan; dan

membuang air besar dan air
taman, sungai, dan saluran

peruntukannya.

kecil di jalan, jalur hijau,

air lainnya yang bukan

Bagian Ketujuh
Tertib Tempat dan Usaha Tertentu

Pasal 19

Setiap Pelaku usaha

keselamatan, kenyamanan,

wajib  mengutamakan

dan menjaga ketertiban

umum serta ketentraman mhsyarakat.

Pelaku usaha yang kegiatan
dampak debu, kerusakan
gangguan di masyarakat
meminimalisi atau berpart

yang ditimbulkan.

Pasal 20

Setiap orang dilarang me

dengan maksud untuk mg

usahanya menimbulkan
jalan, keresahan dan/
wajib untuk mencegah,

sipasi menekan dampak

nempatkan benda-benda

lakukan sesuatu usaha

di jalan, di pinggir alat Transportasi Massal, jalur

hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali di

tempat-tempat yang telah

diizinkan oleh pejabat

berwenang yang ditunjuk oleh Walikota.

Setiap orang dilarang men]

atau melakukan usaha den

ajakan barang dagangan

gan tujuan mendapatkan

keuntungan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-

tempat umum, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan

oleh Walikota.

Pasal 2]

Setiap orang dilarang melakukan pekerjaan atau

bertindak sebagai Calo/Pe

rantara penjualan atau

pembelian pengurusan karcis/tiket kendaraan umum,

15



Setiap orang dilarang, kecuali
tempat kegiatan usaha pengum
barang-barang
menimbulkan keresahan serta

umuini.

be
dan/atau kegiatan lainnya y
Walikota.

Setiap orang dilarang mema

pengujian kendaraan

jasaCalo/perantara penjuals

sebagaimana dimaksud pads

Pasal 2
Setiap usaha pemotongan
dilakukan di rumah potong
pemotongan hewan Non |
dirumah Potong Hewan a
ditentukan, selanjutnya Pe
dilaksanakan di rumah P
tempat yang memiliki Persya
Pemotongan hewan ternak

rumah pemotongan hewat

rmotor, Kkarcis hiburan

ang sejenis tanpa izin dari

nfaatkan /mempergunakan
an / pembelian /pengurusan

L ayat (1).

2
hewan Ruminansia wajib
hewan dan Setiap usaha
Ruminansia dilaksanakan
tau ditempat yang telah
motongan Hewan Unggas
otong Unggas dan Atau
ratan Teknis.

dapat dilakukan di luar

1 hanya untuk keperluan

Hari Besar Agama dan upacara-upacara adat.

Proses pemotongan hewa

n wajib sesuai dengan

tata cara dan ketentuan agama dan dapat menjamin

kehalalan hasil pemotongan

Pasal 2

bekas yang

Pasal 2

Setiap orang yang melak

3
Izin Walikota mendirikan
pulan dan penampungan

merusak  lingkungan,

mengganggu ketertiban

4

nkan wusaha rumah kos

harus dilengkapi izin dari

alikota.
Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan berdasa

perundang-undangan yang k

rkan ketentuan peraturan

yerlaku.
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(3)

(1)

rumah

kepada R

Setiap pemilik
penghuninya

setempat secara berkala.

Bagian Kede
Tertib Bang

Pasal 2

kos
T /RW dan/atau

wajib melaporkan

Lurah

lapan

unan

D

Setiap Orang yang mendirikan Bangunan Wajib

Mengikuti Ketentuan Peratu
Yang berlaku;

Setiap orang wajib menggu
/atau bangunan miliknya at

sesuai dengan Perizinannya.

Pasal 2

Setiap orang dilarang :

a. mendirikan bangunan
ijin/Persetujuan dari Walil
ditunjuk; dan

b. mendirikan bangunan pada r

sungai, ruang milik waduk, s¢

embung, taman dan jalur h

ran Perundang-undangan

nakan lahan, tanah dan

au atas kuasa pemiliknya

LA

sebelum mendapat

cota atau Pejabat yang

uang milik jalan, bantaran
:mpadan danau, sempadan

ijau, untuk kepentinagan

umum sesuai peraturan pFrundang-undangan yang

berlaku.

Pasal 2

Setiap orang pemilik Tanah, gedu

diwajibkan:

a.

memelihara pagar pekarang:

hidup yang berbatasan denga

/

ng, bangunan atau rumah

an dan merapikan pagar

n jalan;

membuang bagian dari pohon, semak dan tumbuh-

tumbuhan

dan/atau ketertiban; dan

yang dapat

Mencegah terjadinya kerusake

mengganggu keamanan

in bahu jalan atau trotoar. f/
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(1)

Bagian Kesembilan

Tertib Sosial

Pasal 28

orang dilarang meminta

Setiap

bantuan atau

sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau

bersama-sama di fasilitas umum.

Permintaan  bantuan

kepentingan sosial

atau

sumbangan untuk

dan kemanusiaan pada tempat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
setelah mendapat izin dari Walikota.

Tempat sebagaimana dimaks

a. supermarket/mall;

=

rumah makan;

stasiun;

a o

. terminal,

bazar amal,

5@ o0

. tempat hiburan;
tempat rekreasi; dan/

i. hotel.

S
.

penyelenggaraan pamerari;

ud pada ayat (2) meliputi:

stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU);

2

Pasal 29
Setiap orang dilarang:
a. menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan,
dan/atau pengelap mobil pada fasilitas umum; dan
b. menyuruh orang lain wuntuk menjadi pengemis,
pengamen, pedagang asongan, dan / atau pengelap
mobil di fasilitas umum.
Pasal 30
(1) Setiap orang yang berkunjung lebih dari 1x24 (satu

kali

melaporkan diri kepada p¢

dua puluh empat) j2

setempat.

im atau bermalam wajib

engurus Rukun Tetangga

18



(2) Setiap penghuni rumah kon
Lurah melalui pengurus R
secara berkala.

Pasal 3

Setiap orang dilarang mela

melanggar nilai dan norma kesus

(1)

Pasal 3
Setiap peserta didik berke

norma pendidikan untuk m

trak wajib melapor kepada

ukun Tetangga setempat

|
kukan perbuatan yang

ilaan ditempat umum.

NS

wajiban menjaga norma-

lenjamin keberlangsungan

proses dan keberhasilan pendidikan.

Untuk menjaga norma-not

(1)
kelas/sekolah pada jam seka

pada ayat

Dikecualikan dari ketentus
peserta didik di luar jam se
kegiatan belajar mengajar
sekolah.

Pelanggaran terhadap kete
dilakukan

pembinaan dengan melibatl

atas dapat

ma sebagimana tersebut

peserta didik dilarang berada di luar

lah.

in ayat (2) di atas bagi
kolah berdasarkan jadwal
dan/atau dengan ijin
ntuan pada ayat (2) di
tindakan yang bersifat

c<an pihak orang tua/wali

peserta didik, dan/atau pihak sekolah.

Tindakan pembinaan seba
dilakukan dengan cara-c
mengedepankan pendekatan

anak.

Pasal 3:
Setiap orang yang tinggal
Daerah wajib memenuh
kependudukan  sebagaima

ketentuan Peraturan Perund
Setiap orang yang tinggal dat

memenuhi dokumen perkaw

(4)

ara yang mendidik dan

igaimana pada ayat

yang humanis dan ramah

3
dan menetap di
persyaratan administrasi
na  ditetapkan dalam
ang-undangan.

n menetap di Daerah wajib

rinan yang sah bagi yang

sudah menikah sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan .
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Setiap

Bagian Kese
Tertib Usaha K

Pasal 3

orang dilarang men]

melakukan Praktek Usaha Med

dengan Izin Walikota.

(1)

Bagian Kese

Tertib Tempat Hiburan

Pasal 3
Setiap orang dilarang 1«
usaha hiburan tanpa izin V
Setiap penyelenggara temp
telah mendapat izin seb;
ayat (1) dilarang melaksan
menyimpang dan/atau
kepada para pelanggan/kon

selain dari izin yang dimiliki.

Pasal 36

Setiap orang yang meny
dilarang menyediakan dan
minuman beralkohol.

Setiap orang yang bet
dilarang membawa (

minuman beralkohol.

memberikan

puluh

esehatan

4
yelenggarakan dan/atau

s dan Non Medis kecuali

belas

dan Keramaian

D
1enyelenggarakan
Valikota.

at usaha hiburan yang

tempat

hgaimana dimaksud pada
akan kegiatan lain yang
kesempatan

isumen untuk melakukan

D
relenggarakan keramaian
/atau memperjual belikan
ada dalam keramaian

Jlan/atau mengkonsumsi

Bagian Kedua belas
Tertib Kegiatan usaha dan tertib

Pasal 3

kegiatan Bulan Ramadhan

{

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha kuliner

penyelenggaraan fasilitas ka
panti pijat, pub, club ma

maupun kecil, wajib memat

raoke, pertunjukan musik,
lam, diskotik baik besar

uhi ketentuan mengenai
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(2)

(3)

(4)

(2)

(3)

Setiap anggota masyarakat dap

melaporkan

waktu operasional dalam
kepada konsumen.
Waktu operasional dalam
kepada konsumen adalah

penanggungjawab tempat ke

dimaksud pada ayat (1)
memberikan pelayanan kep
Alokasi

memberikan

waktu untuk
pelayanan

tampilan fisik tempat kegia
lebih lanjut dalam Peraturan
Dikecualikan dari ketentual
dalam ayat (1), ayat (2) dai
kuliner yang ada dan me

dengan ketentuan Peraturan

Pasal 3!
Guna menjaga dan
umum, ketentraman  s€

kenyamanan masyarakat ¥
aktifitas keagamaan selama

bentuk dan jenis kegiatan

| memberikan pelayanan

memberikan pelayanan
waktu pemilik dan/atau

giatan usaha sebagaimana

Ipat membuka dan/atau

a masyarakat.
membuka dan/atau
kepada masyarakat dan
tan usaha kuliner diatur
Walikota.
n sebagaimana dimaksud
n ayat (3) adalah fasilitas
nyatu pada Hotel sesuai

Perundang-undangan.

3
memelihara ketertiban
rta menciptakan suasana
ang sedang menjalankan
bulan Ramadhan, setiap

ditempat hiburan wajib

memenuhi
dalam memberikan pelayan
hiburan

Kegiatan sebaga

(1)

pertunjukan musik, panti

ayat meliputi penyele
diskotik dan sejenisnya.
Ketentuan lebih lanjut met

tempat hiburan diatur dalam

ketentuan me]ienai waktu operasional

imana dimaksud pada
hggaraan fasilitas karaoke,

pijat, pub, club malam,

ngenai waktu operasional

| Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga belas

Tertib Peran Serta

Pasal 3¢

Masyarakat

)

at berperan serta untuk

terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah

21
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dengan mekanisme sesuai den

Peundang-undangan.

Pasal 40

pan Ketentuan Peraturan

Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana

umum pada waktu berlangsungnya penyampaian

pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.

Setiap orang dilarang membuang benda dan/atau

sarana yang digunakan pada waktu penyampaian

pendapat, unjuk rasa,

pengerahan massa di jalan,

rapat-rapat umum

dan

jalur hijau, aliran

sungai, drainase, lahan/ruang milik perorangan dan

tempat umum lainnya.

Setiap orang dilarang meng
atau memanfaatkan aset n
bergerak maupun barang tid
apapun tanpa ijin dari Waliki
Barang bergerak sebagain
(1) di atas adalah benda/R
jenis apapun yang dapat di

manfaatnya.

nakan, mengubah dan
nilik daerah, baik barang
lak bergerak untuk tujuan
Dta.

1ana dimaksud pada ayat
arang dalam bentuk dan

ambil nilai guna dan atau

Barang tidak bergerak seb£gaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah tanah/lahat

fasilitas lain dalam bentuk d

BAB 1V
PEMBINAAN, PENGENDALIA

Pasal 4
Pembinaan terhadap penye
dan ketertiban umum dilakuy

pelaksanaannya dilakukan

n, bangunan, gedung dan

AN jenis apapun.

N DAN PENGAWASAN

INS

lenggaraan ketenteraman
kan Walikota, yang dalam
oleh perangkat daerah
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(4)

yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung

jawab dalam bidang penyelenggaraan ketenteraman

dan ketertiban umum bersama perangkat daerah

terkait.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui kegiatan:

a. sosialisasi produk hukum daerah; dan

b. bimbingan dan penyuluhan kepada badan usaha,

masyarakat dan aparat.

Pengendalian terhadap penyelenggaraan ketenteraman

dan ketertiban umum dilakukan oleh perangkat

daerah  yang

bertanggungjawab  dalam

tugas  pokok

dan  fungsinya

bidang  ketenteraman

dan ketertiban umum Wersama perangkat daerah

terkait.
Tata cara Penyelenggaraat
Ketentraman Masyarakat I¢

Peraturan Walikota.

Pasal 43

1]

Setiap orang atau badan yang melihat, mengetahui

dan menemukan terjadin
ketertiban umum dapat mel
yang berwenang.
Setiap orang atau
sebagaimana dimaksud pada
hukum

perlindungan ses

badan yang

ya pelanggaran terhadap

aporkan kepada petugas

melaporkan
ayat (1) berhak mendapat
ketentuan

uai dengan

Peraturan Perundang-undangan.

Petugas sebagaimana

dimaksud pada

ayat (1)

dapat menindaklanjuti dan memproses secara hukum

terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau

badan.

Unsur Pemerintahan daerah Kota Pekanbaru dan DPRD

Kota  pekanbaru

berperan

dalam mengawasi

Pelaksanaan Peraturan Daeral ini.

Ketertiban Umum dan

ebih  lanjut diatur dengan

23



(1)

BAB V
PENEGAK

Pasal 4
Penegakan terhadap ketentu
9, Pasal 10, Pasal 11, Passa
Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17

AN

4
lan Pasal 7, Pasal 8, Pasal
11 12, Pasal 13, Pasal 14,
Pasal 18, Pasal 19, Pasal

20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25,

Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28

, Pasal 29, Pasal 30, Pasal

31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36,

Pasal 37, Pasal 38, Pasal
dilakukan

berkoordinasi dengan Inst

oleh Satuan

39, Pasal 40, Pasal 41,

Polisi Pamong Praja

ansi yang terkait sesuai

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Penegakan sebagaimana ¢
dilakukan melalui
yustisial.

Penegakan yustisial sebagaii
(2) dilakukan oleh Penyidik
Satuan Polisi Pamong Prz

Instansi yang terkait se
Peraturan Perundang-Undan

Penegakan non-yustisial sek

limaksud pada ayat

(1)

mekanisme yustisial dan non-

mana dimaksud pada ayat
Pegawai Negeri Sipil pada
ija berkoordinasi dengan
suai dengan ketentuan
gan.

)agaimana dimaksud pada

ayat (2) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja

berkoordinasi dengan Insti
dengan ketentuan Peraturan
Dalam melakukan penegak
Praja berwenang melakukan
Dalam melakukan penegak
Praja wajib mendapat surat
polisi pamong praja atau pej
Satuan Polisi Pamong Praja ¢
terhadap pelaku usaha ya
tetapi dalam pelaksanas
melanggar ketertiban umum
Satuan Polisi Pamong |

Penertiban terhadap spandu

ansi yang terkait sesuai
Perundang-Undangan.
an Satuan Polisi Pamong
pengamanan alat bukti.
an Satuan Polisi Pamong
tugas dari kepala satuan
abat yang ditunjuk.

lapat melakukan tindakan
ing memiliki izin usaha,
usahanya

an kegiatan

Praja dapat melakukan

k, bando atau yang sejenis
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(1)

yang melintang dijalan d;
pembongkaran
penyeberangan orang yang

Walikota Pekanbaru.

BAB VI
KETENTUAN PE

Pasal 4
Pejabat yang bertugas 1

Pembangunan

an Penertiban dan atau
Jembatan

tidak memiliki izin dari

NYIDIKAN

D

menyidik tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini

dilakukan oleh Penyidik /Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerint Daerah yang
pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan
perundang-undangan yang Berlaku.

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik

sebagaimana dimaksud padz
a. menerima, mencari, me
keterangan atau laporan
pidana di bidang Pera
keterangan atau laporan

dan jelas;

, ayat (1), berwenang:

ngumpulkan dan meneliti
berkenaan dengan tindak
turan Daerah dan agar

tersebut menjadi lengkap

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan

mengenai orang priba

di atau badan tentang

kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan

dengan tindak pidana
Daerah ini;
c. meminta keterangan dat

pribadi atau badan se

pidana Peraturan Daerah;

buku-buku

dokumen-dokumen sert

d. memeriksa

terhadap barang bukti te
e. melakukan penggeledah
pembu
la

penyitaan terhadap barai

barang bukti

dokumen-dokumen

pelanggaran Peraturan

1 barang bukti dari orang
hubungan dengan tindak

)

, catatan-catatan dan
fa melakukan penyitaan
rsebut;

an untuk mendapatkan
dan

kuan, pencatatan

in, serta melakukan

ng bukti tersebut;
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f. meminta bantuan tenaga ahli

dalam rangka

pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di

bidang Peraturan Daerah;

g. menyuruh berhenti,

meninggalkan ruangan

2

melarang seseorang

atau tempat pada saat

pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

identitas orang atau

sebagaimana dimaksud

h. memotret seseorang at

dokumen yang dibawa
ada hurufe;

yang berkaitan dengan

tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;

i. memanggil orang untu
dan diperiksa sebagai ter

j. menghentikan penyidikat

didengar keterangannya

sangka atau saksi;

=

Melakukan tindakan lain yahg perlu untuk kelancaran

penyidikan tindak pidana di

menurut hukum yang dapat

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat

memberitahukan dimulai

bidang Peraturan Daerah
dipertanggungjawabkan.
(1)

nya penyidikan dan

menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut

umum melalui Penyidik Peja
Indonesia sesuai dengan ket

Kitab Undang-Undang Huku

BAB Vi
SANKSI ADMIN

Pasal 46

bat Polisi Negara Republik
entuan yang diatur dalam

m Acara Pidana.

I
STRATIF

D

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan

Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, P3
Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15

sal 10, Pasal 11, Pasal 12,
Pasal 16, Pasal 17, Pasal

18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23,

Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26

, Pasal 27, Pasal 28, Pasal

29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34,

Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37

, Pasal 38, Pasal 39, Pasal

40, Pasal 41, dikenakan sanksi administratif berupa :

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;
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c. penghentian sementara k‘
d. penghentian tetap kegiata
e. pencabutan sementara izi
f.  pencabutan tetap izin; |
g. denda Administratif; dan

h. pembongkaran. |
Denda administratif sebaga
(1) huruf g dikenakan sesu
berikut:

a. pelanggaran ringan palin
puluh ribu rupiah) dan

(dua ratus lima puluh rik

pgiatan;
n;

n;

imana dimaksud pada ayat

i dengan klasifikasi sebagai

g sedikit Rp 50.000,00 (lima
paling banyak Rp250.000,00

u rupiahj;

b. pelanggaran sedang paling sedikit Rp300.000,00 (tiga

ratus ribu rupiah) dan i

(tujuh ratus lima puluh ¢

paling banyak Rp750.000,00
ibu rupiah);

c. pelanggaran berat paling sedikit Rp1.000.000,00

(satu juta rupiah) dan pé
(lima juta rupiah).

Tata cara penerapan sanksi

1ling banyak Rp5.000.000,00

administratif dan klasifikasi

pelanggaran sebagaimana diﬁmaksud pada ayat (2) diatur

dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII
KETENTUAN |

Pasal 4
Setiap orang dan badan y
Pasal 7, Pasal 14, Pasal 16

I
PIDANA

?
ang melanggar ketentuan
, Pasal 34, Pasal 40, dan

Pasal 41 dikenakan ancaman pidana kurungan paling

lama 3 (tiga) bulan atau

25.000.000,- (Dua Puluh Lin
Tindak pidana sebagaimana
adalah tindak pidana pelangj
Sanksi Pidana sebagaimana
(1), ayat (2) dan ayat (3) Ba
ditempuh Sanksi Administra,

denda paling banyak Rp
1a juta rupiah).

| dimaksud pada ayat (1)
paran.

yvang dimaksud pada ayat
ru bisa dikenakan setelah
tif.
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BAB IX
KETENTUAN BENUTUP

Pasal 48
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan

Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang

Ketertiban Umum (Lembaran |Daerah Kota Pekanbaru
Tahun 2002 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor
5), dicabut dan dinyatakan tidak|berlaku.

Pasal 49
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada itanggal 3 Desember 2021

/L‘ WALIKOTA PEKANBARU,
X ‘i/

L4 ——————

FIRDAUS

——

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 3 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

MUHAMMAD JAMIL o

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2021 NOMOR 13
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KQOQTA PEKANBARU, PROVINSI
RIAU : NOMOR URUT PERDA (1.65.C/2021)
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I. UMUM

PENJELASAN
ATAS |
PERATURAN DAERAH KOTA PE
NOMOR  TAHUN

TENTANG

KANBARU
2021

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Seiring dengan diundangkannya Undai
2014, maka Peraturan Daerah Kota Pekanbar
aspek Perundang-undangan materi muatanny.
semangat yang terdapat dalam Undang-Unda
Dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf
pembagian Urusan Pemerintahan Bidang K
Umum Serta Perlindungan Masyarakat, td:
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerint
menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan W
Pelayanan Dasar adalah berkaitan dengan kete
dan perlindungan masyarakat.

Pemerintah Daerah memiliki tangg{
mewujudkan ketertiban umum dalam rangki
yang aman, tertib, teratur dan kondusif bagi
yang terus berubah, berkembang dan dinamis

kebutuhan yang terjadi di masyarakat. Olel

1g-Undang Nomor 23 Tahun
1 Nomor 5 Tahun 2002 dari
A harus disesuaikan dengan
ing Nomor 23 Tahun 2014.
e dan lampiran E tentang
etentraman dan Ketertiban
lah dibagi urusan antara
ah Kabupaten/Kota, yang
ajib yang berkaitan dengan

ntraman, ketertiban umum,

ing jawab dalam rangka
n guna pencapaian kondisi
tata kehidupan masyarakat
sesuai dengan tuntutan dan

y karena itu, dalam upaya

mengantisipasi dan menjawab setiap persoalan dan tantangan ke depan

baik di lingkungan pemerintahan maupun ma3
dengan upaya mewujudkan ketertiban umu
Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala [

Upaya untuk mencapai kondisi tertib |
jiwa dan Peraturan Daerah ini tidak semat
tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi

masyarakat, perorangan maupun badan unt

syarakat khususnya terkait
m, perlu didukung dengan
aerah.

sebagaimana yang menjadi
a-mata menjadi tugas dan
tugas dan tanggung jawab

uk secara sadar ikut serta

menumbuhkan dan memelihara ketertibani Namun demikian, aspek

penegakan hukum dalam bentuk tindakan?

tegas terhadap pelanggar

Peraturan Daerah ini perlu dilakukan secara konsisten dan konsekuen

oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pejabat E

enyidik Pegawai Negeri Sipil
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II.

yang profesional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku.

Peraturan Daerah ini mempunyai fu

ngsi yang sangat strategis

dalam rangka mewujudkan Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan Madani

dan penting dalam rangka mewujudkan untuk
tumbuhnya budaya disiplin masyarakat

kehidupan masyarakat Kota Pekanbaru yang s
lahir batin (maslahat) yang dibangun berdasa:
partisipasi aktif seluruh komponen masy

masyarakat yang sadar hukum.

PASAL DEMI PASAL |

Pasal 1

cukup jelas.

Pasal 2

mendorong dan memotivasi
guna mewujudkan tata
ejahtera, maju, aman, sehat
rkan kesadaran kolektif dan

arakat guna membangun

a. Yang dimaksud dengan “asas ketertib’an dan kepastian hukum”

adalah bahwa setiap Materi Muatan Pera
harus dapat mewujudkan ketertiban
jaminan kepastian hokum.

Yang dimaksud dengan Kemanusiaan &

turan Perundang-undangan

dalam masyarakat melalui

idalah bahwa setiap Materi

Muatan dan Penegakan Hukum terhadap Peraturan Perundang-

undangan harus mencerminkan Kemas
Negara

Yang dimaksud dengan “asas keadilan”

1usiaan Bagi Setiap Warga

adalah bahwa setiap Materi

Muatan Peraturan Perundang-undan
keadilan secara proporsional bagi setiap i
yang dimaksud dengan “asas man
Materi Muatan Peraturan Perundang-
manfaat yang sebesar- besarnya bagi
kesejahteraan rakyat, dan pengembanga
mengutamakan kelestarian nilai-nilai 1
kelestarian fungsi lingkungan hidup dala
berkesinambungan dan berlanjut.

keselarasan” adalah bahwa setiap

an harus mencerminkan
arga Negara.

aat” adalah bahwa setiap
dangan harus memberikan
kemanusiaan, peningkatan
n pribadi warga negara serta
nhur budaya bangsa dan

m rangka pembangunan yang

Yang dimaksud dengan “asas keseinﬂ:;ngan, keserasian, dan

ateri Muatan Peraturan
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Perundang-undangan harus mencerminlian keseimbangan, keserasian,

dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan

kepentingan bangsa dan negara.

f.  Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa

dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari

perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan,

dan pengundangan bersifat transparan d

an terbuka. Dengan demikian,

seluruh  lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang

seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan

Peraturan Perundang- undangan.

g. Yang dimaksud tidak diskriminatif adalah bahwa setiap Materi

Muatan Peraturan Perundang-unda

gan tidak membedakan

perlakuan dalam segala hal ihwal yang | erhubungan dengan warga

negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan

gender.

h. Yang dimaksud dengan “asas dapat dilak

sanakan” adalah bahwa

setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus

memperhitungkan efektivitas Peratu

ran Perundang-undangan

tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis,

maupun yuridis.

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6
ayat (1)
cukup jelas
ayat (2)
Kawasan yang telah memiliki sarana

atau rambu penyeberangan/zebra cry

jembatan penyeberangan //

DSS.
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ayat (3)

cukup jelas
ayat (4)

cukup jelas
ayat (5)

cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9
ayat (1)
yang dimaksud bahan berdebu ad:

yang dapat diterbangkan oleh angin.

alah material partikel kecil

Yang dimaksud bahan berbau bqu adalah barang/material

yang menimbulkan bau menyenga
ayat (2)

cukup jelas

Pasal 10

cukup jelas

Pasal 11

cukup jelas

Pasal 12

cukup jelas

Pasal 13

cukup jelas

Pasal 14

cukup jelas

.
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Pasal 15

cukup jelas

Pasal 16

cukup jelas

Pasal 17

cukup jelas

Pasal 18
huruf a

Yang dimaksud dengan sarana umum 1

innya adalah segala sarana

dan prasarana yang dapat digunakan se¢ara umum yang bermanfaat

memberikan kemudahan masyarakat dal

Pasal 19

cukup jelas

Pasal 20

cukup jelas

Pasal 21

cukup jelas

Pasal 22

cukup jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

m kegiatan sehari-hari
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Pasal 26

cukup jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28

cukup jelas

Pasal 29

cukup jelas

Pasal 30

cukup jelas

Pasal 31

Perbuatan yang melanggar nilai ni

i dan norma kesusilaan

ditempat umum meliputi bermesraan sé¢cara tidak patut yang dapat

menyebabkan orang lain yang berada di sekitarnya merasa

terganggu, tidak nyaman, risih, mal
dapat memancing orang lain untuk m
tindakan yang sama dan / atau ti

lainnya.

Pasal 32

cukup jelas

Pasal 33

cukup jelas

Pasal 34

cukup jelas

Pasal 35

cukup jelas

marah, atau kuatir yang
iru dan / atau melakukan

ndakan melanggar hukum
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Pasal 36

cukup jelas

Pasal 37

cukup jelas

Pasal 38

cukup jelas

Pasal 39

cukup jelas

Pasal 40

cukup jelas

Pasal 41

cukup jelas

Pasal 42

cukup jelas

Pasal 43

cukup jelas

Pasal 44

cukup jelas

Pasal 45

cukup jelas

Pasal 46

cukup jelas

Pasal 47

cukup jelas
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Pasal 48

cukup jelas

Pasal 49

cukup jelas
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